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KEPUTUSAN

| KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 10 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM

HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :oa

b.

Mengingat BT
2.

3.

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003"tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu mengatur petunjuk ‘pelaksanaan jabatan

Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;

bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BKN; |

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

- Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tehun 1966 - tentang

Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;




10.

11,

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun' 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 . Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

_ Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;

Képutusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fuhgsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen {LPND) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
30 Tahun 2003;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan . Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal _1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Ekosistem Hutan, adalah Pegawai Negeri Sipil' yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian
ekosistem hutan '

2. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil, adalah Pengendali
Ekosistem Hutan yang mempunyal kualifikasi teknis yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan
pengetahuan teknis dah prosedur kerja di bidang pengendalian
ekosistem hutan.

3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli, adalah Pengendali
Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyératkan penguasaan iimu
pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang
pengendalian ekosistem hutan.

4, Pengendalian ekosistem hutan, adalah proses pengembangan
pengetahuan, sikap dan pengetahuan kelompok masyarakat
sasaran agar mampu memahami, melaksanakan dan mengelola
usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan
-mempunyai kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian
hutan dan lingkungannya. '




10.

11.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang dan bertugas menilai prestasi keria Pengendali
Ekosistem Hutan,

Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu
syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/ jabatan.

Pejabat yang berwenang mengangkat,‘membebaskan sementara
dan memberhentikan dalam dan . dari jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masing-
masing instansi atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan_yang berlaku_.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan,
adalah Departemen Kehutanan,

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat berkenaan dengan
Pengendali Ekosistem Hutan, adalah Menteri Kehutanan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah
Bupati/ Walikota.

BAB II
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut

perhitungan sementara dari Pengendali Ekosistem Hutan, jumlah
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat
setingkat Iebih tinggi telah dapat dipenuhi.




(2) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan

dilampiri dengan :

d.

Salinan atau fotocopy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan
yang pernah diterima ( apabila ada ) yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang;

Surat pernyataan melakukan kegiatan pra kondisi pengelo-

laan kawasan hutan dan bukti fisiknya;

Surat pernyataan melakukan kegiatan penguijian hasil hutan

dan bukti fisiknya;

Surat pernyataan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dan

perhutanan sosial dan bukti fisiknya;

- Surat pernyataan melakukan kegiatan perlindungan hutan

dan konservasi alam dan bukti fisiknya;

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan

profesi dan bukii fisiknya.

Surat pernyataan melakukan kegiatan pehdukung kegiatan

pengendalian ekosistem hutan dan bukti fisiknya.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat,

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode

kenaikan pangkat sebagai berikut :

d.

Untuk  kenaikan pangkat periode April, angka kredit

ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun -

yang bersangkutan;




‘b, Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit
ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan. '

Pasal 3

(1) Setiap usul Penetaban Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem
Hutan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan
berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran I, dengan ketentuan :

a. Asli Penetapan Angka Kredit ( PAK ) disampaikan kepada
Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
dan ‘

b. Tembusan disampaikan kepada :
1) Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan;

2) Pimpinan unit kerja Pengendali Ekosistem Hutan yang
bersangkutan

3) Pejabat lain yang dipandang periu.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam
" batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ( 3 ), maka
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
mendeiegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat ( 1) Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7
/2003, |




(4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan
angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima
delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana
dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala
Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, maka Spesimen‘ tanda tangan pejabat yang
menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala

Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
BAB III
TIM PENILAI
Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
54/KEP/M.PAN/7/2003, yaitu-:

a. Sekurang-kurangnya menduduki" jabatan/ pangkat setingkat
dengan jabatan/ pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang
dinilai;

b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kefja

Pengendali Ekosistem Hutan; dan
¢. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa kerja keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat:
(1) adalah 3 (tiga) tahun dan dépat diangkat kembali untuk masa

jabatan berikutnya.




(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam

2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.

(4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai seluruhnya atau
sebagian tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Ekosistem Hutan

karena belum ada/ tidak ada yang memenuhi syarat menjadi
anggota Tim Penilai, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari
pejabat lain ya‘ng mempunyai kompetensi dalam bidang
pengendalian ekosistem hutan.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen adalah:

a. Membantu Direktur Jenderal yang bersangkutan/ Kepala

Badan Planologi Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk
dalam menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan

Madya di lingkungan Departemen Kehutanan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
Jenderal yang bersangkutan/ Kepala Badan Planologi atau
pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan

- penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja adalah :

a.

Membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan/
Sekretaris Badan Planologi Kehutanan atau pejabat lain yang
ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengendali
Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan
Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia serta Pengendali
Ekosistem Hutan Pertama dan Pengendali Ekosistem Hutan

Muda di lingkungan Departemen Kehutanan; dan




b.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

- Direktorat Jenderal yang bersangkutan/ Sekretaris Badan

Planologi Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Prop|n5| adalah :

d.

Membantu Kepala Dinas Kehutanan. Propinsi atau pejabat
eselon I di Propinsi yang membidangi kehutanan dalam

~ menetapkan - angka kredit Pengendali Ekosistem . Hutan

Pelaksana Pemula sampai dengan - Pengendali Ekosistem

Hutan Penyelia serta Pengendali Ekosistem Hutan.Pertama

sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di
lingkungan Propinsi masing- masmg, dan

'Me[aksanakan tugas—tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi
yang membidangl kehutanan, yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

{(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabubaten/ Kota adalah :

a.

Membantu Kebalé‘DkInas Kehutanari Kabupaten/ Kota atau

pejabat eselon II di Kabupaten/ Kota yang membidangi
kehutanan dalam menetapkan angka kredit 'Pengehdali
Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan
Pengendali Ekosistem . Hutan Penyelia serta Pengendali
Ekosistem Hutan Pertama sampai- dengan  Pengendali
Ekosistem Hutan 'Madya di lingkungan Kabupaten/ Kota
masing-masing; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

" Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II di

Kabupaten/ Kota yang memb|dang| kehutanan, yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud huruf a. ‘




(5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum

memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian

- dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Propinsi lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai di lingkungan
Departemen Kehutanan.

(6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena

belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka
penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau kepada Tim
Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau ke'pac.la Tim Penilai di
lingkungan Departemen Kehutanan.

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhatangan sekurang-kurangnya 6 (enam) buian berturut-turut,
Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang
memiliki kompetensi sesuai masa kerja yang tersisa kepada

pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua

Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang
bersangkutan.

(9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Departemen, Tim
Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/
Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi
Pembina jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya,
dibentuk Sekretariat Tim Penilal yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat
di bidang kepegawaian.
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(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17
ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003.

Pasal _7 .

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
- membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri-Sipil atau
bukan Pegawal Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis
yang diperiukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan

penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang

memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab

_kepada Ketua Tim Penilai.

- BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2), digunakan sebagai dasar -untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem
Hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(2) I_(ehaikan jabatan seba'gaimana dimaksud dala:m ayat (i), setiap
kali dapat dipertimbangkan apabila :
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Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan

terakhir;

Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

jabatan setingkat lebih tinggi; dan

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

. pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1

(satu ) tahun terakhir,

(3) Kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.yang berlaku, -

(4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila : '

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalafn pangkat

terakhir;

. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi; dan

. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan

pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernitai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang
menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat

- Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki

jabatan :
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Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur
Muda Tingkat I, golongan ruang Ii/b sampal -dengan
Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat
I,' gdlongan i‘uang I1I/d; dan -

Pengendali Ekosistem-Hutan Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang IIl/b sampai dengan Pengendali Ekosistem

Hutan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang

IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau pejabat lain

‘yang ditunjuk, setelah mendapat pertlmbangan teknis Kepala BKN.

(7) Kenaikan pangkat Pegawa| Negeru Sipit  Daerah Prop|n5| yang

mendudukl jabatan ;

du

Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat

Pengatur Muda, gdlongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur
- Muda. Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan

Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tlngkat
I; golongan ruang III/d; dan . .

Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a untuk menJadl Penata Muda Tngkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem
Hutan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
Iv/b;

dltetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah Propinsi  yang bersangkutan setelah mendapat

'pert|mbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN Yang

bersangkutan.
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(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota

yang menduduki jabatan :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur
Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan
Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang Iii/d; dan

€. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang IIl/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem
Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/ Kota yang berséngkutan setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN vyang
bersangkutan.

(9) Kenaikan péngkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota yang
menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengendali
Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan
oleh  Gubernur vyang bersangkutan setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang
bersangkutan. |

Pasal 9

(1) Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angk_a kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih

tinggi.
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(2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud

ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2
(dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka
Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan dapat diangkat
dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang

- dimiliki, dengan ketentuan :

)

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam DP.3 sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir,

Pengendali Ekosistem Hutan yang naik jabatan sebagaimana

dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih
tingg! disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari
jumlah angka k_fedit untuk kenatkan pangkat setingkat lebih tinggi

tersébut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang

bertaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Pengangkatan perfama kali dan ‘pengangkatan kembali dalam
jabatan Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan dengan
menggunakan . contoh -formulir sebagaimana tersebut pada

Lampiran IT;
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2. Pembebasan sementara dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan
ditetapkan dengan. menggunakan contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran III.

3. Pemberhentian dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan,
ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran IV.

Pasal 11

(1) Untuk menjamin tingkat kinerja Pengendali Ekosistem Hutan
dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat,
maka pengangkatan Pengendali Ekosistem Hutan harus
memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan
jumlah Pengendali Ekosistem Hutan sesuai jenjang jabatannya.,

(2) Pengangkatan Pengendall Ekosistem Hutan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada formasi yang
ditetapkan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara setelah
mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan tidak dapat merangkap jabatan struktural maupun
jabatan fungsional lain.

Pasal 13

(1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula Pangkat Pengatur
Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Pengendali Ekosistem
Hutan Penyelia pangkat Penata, golongan ruang IIlfc dan
Pengendali Ekosistemn Hutan Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan
Madya -pangké_t Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka
waktu 5 (lima) tabun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
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(2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat I,

- golongan ruang IIl/d dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya
tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) dari kegiatan Pengendalian ekosisten hutan dan atau
pengembangan profesi.

(3) Pengendéli Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya

tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 |

(dua puluh) dari kegiatan pengendalian ekosisten hutan dan atau
pengembangan profesi. - | '

(4) Pembebasan sementara bagi Pengendali Ekosistem Hutan
sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didahului
dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum
batas waktu pembebasan sementara diberlakukan,

(5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pengendali Ekosistem Hutan juga
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : '

a. Dijatuhi hukuman dis'iplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa  penurunan pangkat berdasarkan  Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau ‘

b. - Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
atau '

c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengendali Ekosistem
- Hutan; atau

d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke
empat dan seterusnya; atau

e.. Tugas belajar lebih dari 6 ( enam) bulan.
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(6) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani
masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi
kegiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.

(7) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan
sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara
pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila:

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat
terakhir; dan

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

Pasal 14
Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat
berupa penurunan pangkat; atau '

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk

~ kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau

3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan.
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BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
Pasal 15

(1) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani
hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa
penurunan bangkat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat
kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.

(2) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat
diangkat kembali dalam jabatan Pengendali. Ekosistem Hutan,
apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
pidana percobaan, ‘ o

(3) Pengendali Ekosistem Hutan yang ditugaskan di luar jabatan
Pengendaii Ekosistem Hutan dapat diangkat kembali dalam
jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar

~ jabatan Pengendali Ekosistem Hutan,

(4) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena
cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada
instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan.

(5) Pengendall Ekosistem Hutan yang telah selesal tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan. B o |

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jébatan Péngendali
Ekosistem Hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) sampai
dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit
terakhir yang dimiliki.
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(1)

(2)

BAB VII
PERPINDAHAN JABATAN
Pasal 17
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain kedalam
jabatan Pengendali E.k.osistem Hutan atau perpindahan antara

jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Pasal 25 dan .Pas'al 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara'Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003;

b. Memiliki pengalaman dibidang Pengendalién ekosisten hutan

sekurang-kurangny_a 2 (dua) tahun;

c. Usia setinggi—tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai
batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukihya;

dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP.3) sekurang-

kurangnya bernilai baik datam 1 (satu) tahun terakhir.

Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan ditétapkan sesuai dengan angka kredit yang
diperoleh dari kegiatan unsur utama setelah melalui penilaian dan

penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang.
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(1)

(2)

_BAB VILE
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
tindakan dalam melaksanakan pembinaan Pengendali Ekosistemn

Hutan, maka Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina

- Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan melaksanakan sosialisasi

- dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan

Pengendali Ekosistem Hutan.

Untuk meningkatkan kemampuan Pengend'ali Ekosistem Hutan
secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen

Kehutanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :

a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/

teknis fungsional bagi Pengehdali Ekosistem Hutan;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis

fungsional bagi Pengendali Ekosistem Hutan;

. Penetapan standar kompetensi jabatan Pengendali Ekosistem

Hutan;
d. Penyusunan formasi jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;

e. Pengembangan sistem informasi jabatan Pengendali

Ekosistem Hutan; dan

f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengendali

Ekosistem Hutan
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(1)

(2)

3

BAB 1X
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003, maka jenjang jabatan
Pengendali Ekosistem Hutan yang didasarkan kepada Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
123/1990 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal
7 'ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003.

Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan
pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit

terakhir yang diperoleh Pengendali Ekosistem Hutan.

Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) clitetapkén terhitung mulai tanggal 1 April 2004
dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada
tanggal 30 September 2004.

Pasal 20

Pengendali Ekosistern Hutan yang telah memperoleh Ijazah Sarjana/

Diploma IV, sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 dapat diangkat dalam

jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli.
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BAB X
PENUTUP
Pasal 21

Petunjuk Pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini
akan diatur kemudian oleh Kepala BKN . '

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan ini,
dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan ~Aparatur Negara
Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 sebagaimana tersebut pada Lampiran v,

Pasal 23

Dengan beﬁakunya Keputusan ini maka Surat Edaran Kepala BAKN
Norﬁor 11/SE/1991 sebagaimana. tercantum dalam Surat.Ec_iaran
Bersama Menteri Kehutanan dah Kepala BAKN Nomor- 158/Kpts-
I1/1991 dan Nomor 11/SE/1991, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini disampaikan kepada instansi terkait yang berkepen-
tingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
' Ditetapkandi : JAKARTA

Pada tanggal : 11 Maret 2004

AWAIAN NEGARA

JANTO
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CONTOH :

LAMPIRAN 1

PENETAFPAN ANGKA KREDIT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR =~ : 10 TAHUN 2004
TANGGAL 11 MARET 2004
PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor ! / !
‘Masa Penilaian @ ..........ccoeiiiivieeiiennee S0 i e
| KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri KARPEG
- 4 |'Pangkat/ Golongan Ruang / TMT
5 Tempat dan Tanggal Lahir
6 | Jenis Kelamin -
7 | Pendidikan Terfinggi
8 Jabatan Fungsional / TMT
9 Unit kerja
i} PENETAPAN ANGKA KREDIT
LAMA -BARU JUMLAH
1 UNSUR UTAMA
‘a | 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ ljasah
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPL)
b | Prakondisi pengelotaan kawasan hutan
¢ | Pengujian hasii hutan
d j Rehabititasi lahan dan perhutanan sosial
e | Perlindungan hutan dan konservasi alam
f | Pengembangan profesi
Jumlah Unsur Utama
2 UNSUR PENUNJANG
Jumlah Unsur Penunjang
Jumiah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
1 DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL.... ! PANGKAT ...... I TMT. .......
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Ditetapkandi : JAKARTA
Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan. Pada tanggal : 11 MARET 2004

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan.

2. Pimpinan Unit Kerja Pengendaii Ekosistem Hutan yang
bersangkutan.

3. Sekretaris Tim Penilai Pengendah Ekosistem Hutan yang
bersangkutan.

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

5. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)

*) coret yang tidak perlu
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CONTOH :

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALLY
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
PENGENDAL! EKOSISTEM HUTAN

LAMPIRAN il

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2004

TANGGAL : 11 MARET 2004

KEPUTUSAN ......cceeene

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA/ PENGANGKATAN KEMBAL!

DALAM JABATAN PENGENDAL! EKOSISTEM HUTAN

.............................................................................

Menimbang a. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara NOMOr .....cccvveevveniiinnn, tanggal .....ccoeceierneenn, dipandang periu
mengangkat/mengangkat kembali *) saudara ... vr evemverreees
.......................................... dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan .

. eeretveseeee st st e s e e r s e E R e bR e R e a8 e eereenes

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1877 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2001; '
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994,
4, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002,
5. Peraturan Pemerintan Nomor § Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999,
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden
Nomor 45 Tahun 2002,
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ... ;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOr ..........covvvienn
MEMUTUSKAN
Menetapkan '
PERTAMA Terhitung mulai tanggal .....ccccveevriiieiieins mengangkat / mengangkat kembali *)
Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama T etreeeetrereeeer et er e et ann b b s
b. NIP L e e e
¢. - Pangkat/Gol.ruang/TMT : ... e e JRS
d. Unitkerja /OO PRIV PPPIOS
dalam jabatan ... dengan angka kredit sebesar ............o.oee. .
(diisi dengan angka dan huruf)
15 PP PP PP PRPPPPT Y A

[ N R R T e e e e R R R R R R R LR
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KETIGA . Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 MARET 2004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan, *)
Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *)

Pejabat lain yang dipandang perlu,

Ghwn =

*) coret yang tidak perlu.
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CONTOH :

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

LAMPIRAN 1l
KEPUTUSAN KEPALA BADAN

DAR! JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL 11 MARET 2004

KEPUTUSAN ......ovviueinee

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

a. Bahwa saudara ..o NIP., (e pangkat/ golongan ruang
............................. jabatan................berdasarkan.................oceinienenis
.............................................. dipandang perlu membebaskan
sementara dari jabatan Pengendali Ekosistemn Hutan, karena ...............

B e e ettt e et e e e e et e st e et reaa s paa e et senaenraratrenee s

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Thaun 1977 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2001,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2003;

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor
45 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ........cccoeveeeenn. :

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...... LR .

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal .......ccooceerieiinnennn. membebaskan sementara dari jabatan

Pengendali Ekosistem Hutan, Pegawai Negeri Sipil : ‘

a. Nama PO DO

b. NIP PSPPI

c.  Pangkal/Golruang/TMT 1 i crersrerrressrr e rnne st e

d. Unit kerja L e g s

AT JEDALAIN ..ot et re s bt re e e ebrs

...........................................................................................................................

............................................................................................................................
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KETIGA . Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASL! : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 MARET 2004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan. *)
Pejabat yang berwenang menefapkan Angka Kredit.
Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan. *)

Pejabat lain yang dipandang perlu.

QoL N=

“} coret yang tidak periu.
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CONTOH :

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 11 MARET 2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

a. Bahwa saudara ............ NIP. e, pangkat/golongan ruang
............... , jabatan ..........................terhitung mulai tanggal ...
telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang Nomor .............. tanggal ................ /dinyatakan tidak dapat

mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara *);

1.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003,

6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor

45 Tahun 2002;

7.  Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor .......... ;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOr .........ccooevcierecnnn. .
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal .......ccccoeviinneens memberhentikan dari jabatan Pengendali

Ekosistem Hutan, Pegawai Negeri Sipil ;

a. Nama L teeerererrereierreeeesisreeeeeeaarr e e e e e e ea b r s ar st e
b. NIP L ererrreeerermreeriee ey eaeraear et e b e e an et e e nre e e nnr et s
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT @ s
d. Unit kerja D errereererree e e re e naera s rer e et aeas
dari  JADATAN ..vcviiie e e e

...................................................................................................................................
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KETIGA . Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLl : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal ; 11 MARET 2004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Kepala BKN/ Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *)

Pejabat |ain yang dipandang perlu.

RGN

*) coret yang tidak periu.
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MENTER]I,
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 54/KEP/M.PAN/7/2003
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Menimbang :

Mengingat

DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87

1.

Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
123/1980 tentahg Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi
Kehutanan;

bahwa sesuai dengan perkembangan ruang lingkup kerja
Teknisi kehutanan, maka nama Jabatan Teknisi Kehutanan
dipandang tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan nama
Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang periu
menetapkan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengah Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;




Memperhatikan :

1.

-2
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil; '

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Ketja Departemen sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

Usul Menteri Kehatanan dengan surat Nomor 209/Menhut-
[1/Peg/2003 tanggal 17 Maret 2003;

Pertimbangan Kepala ‘Badan Kepegawaian Negara dengan
surat Nomor K.26-30/V.53-4/87 tanggal 19 Mei 2003.




Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI

EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.

- BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian
ekosisfem hutan.

Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil adalah Pengendali
Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan
pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian
ekosistem hutan.

. Pengendali Ekosistém Hutan tingkat ahli adalah Pengendali

Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan
iimu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang
pengendalian ekosistem hutan.

Pengendalian Ekosistem Hutan adalah proses pengembangan
pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran
agar mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-
usaha kehutanan” untuk meningkatkan pendapatan dan
mempunyai kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam
pelestarian hutan dan lingkungannya.
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4. Tim F’enilai Angka Kredit Jabatan Fungsiohal Pengendali
Ekosistem Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditétapkan oleh
pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja
Pengendali Ekosistem Hutan. '

5. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau

| akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu
syarat untuk péngangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan.

BAB Ii .
RUMPUN JABATAN, INSTANS] PEMBINA, KEDUDUKAN
DAN TUGAS POKOK
Pasal 2

(1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan termasuk
dalam rumpun imu hayat.

(2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan adalah Departemen Kehutanan.

Pasal 3

(1) Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan  sebagai  pelaksana teknis  fungsional |
pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah. '

(2) Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari Pengendali Ekosistem
Hutan tingkat terampil dan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat
ahli. | |

(3) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan adalah menyiapkan,

melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi

serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan.




BABIHl _
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali

Ekosistem Hutan terdiri dari :

a. pendidikan, meliputi :

1.
2.

pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; dan
pendidikan dan pelatihan fungsional bidang pengendalian
ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan.

b. pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan, meliputi :

1.

inventarisasi hutan;

2. pengukuran kawasan hutan;

3. penatagunaan kawasan hutan;
4.
5

. pemantauan, evaluasi dan pelaporan  pra-kondisi

pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan

pengelolaan hutan.

c. pengujian hasil hutan, meliputi :

1.
2.

S

0.

perencanaan pengujian hasil hutan;

pemberdayaan ténaga pengujian dan bengawasan penguji
hasil hutan;

pembinaan tenaga penguji dan pengaWas pengujian hutan;
penilaian pengujian hasil hutan;

- penilaian sarana pengujian hasit hutan;

pelaksanaan sosialisasi atau desiminasi sistem Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL);

pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi péngujian hasil
hutan; _
pengendalian dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku
fndustri (RPBI),— juran kehutanan dan Laporan Mengenai
Kayu Bulat/ Laporan Mengenai Kayu (LMKB/LMK);

pengendalian dokumen produksi hasil hutan; dan

10.supervisi, evaluasi dan pelaporan.
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. rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial, meliputi :

1. pra-kondisi kegiatan bidang rehabilitasi hutan dan fahan;

2. pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
dan

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi hutan dan
lahan.

. perlindungan hutan dan konservasi alam, meliputi ;.

1. pengeloiaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan
Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB);
2. pengelolaan keanekaragaman hayati;

3. pemanfaatan keanekaragaman hayati;

4. pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa‘

lingkungan dan cinta alam; dan

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

pengembangan profesi, meliputi :

1. pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian
ekosistem hutan;

2. pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian
ekosistem hutan; , '

3. perumusan sistem péngendalian ekosistem hutan; dan

4. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan.

. pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan, mefiputi :

1. pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;

2. penetjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di
bidang pengendalian ekosistem hutan;

3. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengendalian
ekosistem hutan. ’

4. keanggotaah dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

5. perolehan gelarﬁkesarjanaan lainnya;

6. keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang
pengendalian ekosistem hutan; dan

7. perolehan piagam kehormatan.




1.
2.
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Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
Penata Muda Tingkat |, golongan ruang Hi/b.

b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, terdiri dari :

1.
2.

Penata, golongan ruang lil/c; dan
Penata Tingkat |, golongan ruang lii/d.

C. Pengénda!i Ekosistem Hutan Madya, terdiri dari :

1.
2.
3.

Pembina, golongan ruang 1V/a;
Pembina Tingkat [, golongan ruang iV/b; dan
Pembina Utama Muda, golongan ruang V/c.

BAB YV

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI .

DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem

Hutan

tingkat terampil di bidang pra-kondisi pengelolaan

kawasan hutan adalah :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :

1.

S

mengumpulkan data dalam rangka inventarisasi hutan
terestris;

melakukan pengukuran ikatan dan pindah unit sampiing;
menginventarisasi flora, di wilayah datar dan sedang;
menginventarisasi flora, di wilayah topografi berat;
melakukan entry data, konsistensi data dan pemberian
kode hasil inventarisasi flora;

melakukan entry data dan editing data hasil inventarisasi

sosial budaya;

7. membuat peta hasil inventarisasi hutan terestris,

8. melakukan digitasi peta sistim informasi kehutanan;

9. melakukan entri data non spasial untuk penyusunan

10.

sistim informasi kehutanan;
melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi

untuk penyusunan sistim informasi kehutanan;




BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 6
(1) Jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil
dari yang terendah sampati dengan yang tertinggi adalah
a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana; ,
c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan
d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
(2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pengendaii
Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang ll/a.
b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, terdiri dari :
1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang ll/c; dan

3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, terdifi

dari:
1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lllfb.
d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, terdiri dari :
1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lil/d.
Pasal 7
(1) Jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
“a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
b. Pengendali Ekosistern Hutan Muda; dan
c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.
(2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, terdiri dari :
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11.mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan
kaWasan hutan; dan

12.membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra
kondisi pengelolaan kawasan hutan.

. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi :

1. melakukan orientasi citra dan pengenélan data
inventarisasi non terestris;

2. menafsir potret udara untuk inventarisasi hutan non
terestris; |

3. mengumpulkan data dan macam-macam peta kawasan

hutan;

membuat peta rencana ta@a batas;

memancang batas sementara; _

mengumumkan pemancangan batas sementara;

memancang batas definitif;

© N o o M

membuat laporan hasil pembahasan pénataan batas;

9. membuat berita acara penataan batas;

10.membuat peta tata batas;

11.melakukén pengukuran kawasan hutan / enclave dan /
kawasan non hutan di daerah datar sampai dengan
sedang; |

12.melakukan pengukuran kawasan hutan / enclave dan /
kawasan non hutan di daerah topografi berat;

13.menyajikan hasil pengukuran kawasan hutan dalam
bentuk peta;

14.membuat peta' penetapan kawasan hutan;

15.membuat peta perubahan peruntukan kawasan hutan;

16. membuat peta perubahan fungsi hutan;

17. membuat peta unit pengelolaan hutan;

18.melakukan pemantauan kegiatan prakondisi pengeloia-
an kawasan hutan; dan

19.membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra

kondisi pengelolaan hutan.
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‘¢. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, mefiputi :

1.

menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi
hutén non terestris;

mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran
secara manual;

membuat komposisi peta hasil digitasi;- |

4. menyusun dan melakukan pengelolaan library;

menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar
koordinat;

melakukan pengukuran dan pemasangan titik kontrol
Geography Position Systefn (GPS);

7. membuat diskripsi lokasi pengamatan titik kontrol,

8. membuat peta titik kontrol hasil pengolahan GPS;

9. membuat berita acara pemasangan titik kontrol GPS dan

fegalisasinya;

10.membuat peta penetapan fungsi hutan,

11.melakukan pemantauan kegiatan metode prakondisi

pengelolaan kawasan hutan; dan

12.membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra

kondisi pengelolaan kawasan hutan.

d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :

1.

melakukan validasi data hasil inventarisasi flora;

2. menghitung potensi hutan hasil inventarisasi terestris;
3.
4

. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih

menghitung riap tegakan,;

kayuy;
melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih non

kayu;

6. menginventarisasi kesehatan pohon di daerah datar;

7. menginvente{risasi kesehatan pohon di daerah topografi

berat;
menyajikan hasil penafsiran inventarisasi non terestris

dalam bentuk peta;
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9. melakukan kendali mutu hasil digitasi untuk penyusunan
sistem informasi kehutanén;

10.melakukan penyajian dan pemutakhiran data intranet
atau internet; ' _

_11.mengidentifikési lahan garapan untuk penyusunan sistem
informasi kehutanan;

12.menelaah data, peta dan skoring dalam rangka
identifikasi kawasan hutan;

13.melakukan orientasi [apangan; ‘

14.membuat proyeksi titk ukur dalam rangka pengukuran
kawasan hutan; ‘ ‘

15.mengelola data base tata batas kawasan hutan;

16.menelaah peta dan data terkait dalam penetapan fungsi
hutan;

17.menelaah peta dan data terkait dalam rangka perubahan
kawasan hutan; dan

18.membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra
kondisi pengelolaan kawasan hutan.

(2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan tingkat terampil di bidang penguijian hasil hutan adalah :
a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :

1. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan
dalam rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;

2. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan
dalam rangka penilaian hasil pengawasan pengujian hasil
hutan; |

3. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan
dalam rangka Penilaian Kinerja Penguji Hasil Hutan
(PHH); .

4. menyiapkan ‘bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan
dalam rangka Penilaian Kinerja Pengawas Penguji Hasil
Hutan (PPHH);

5. menilai sarana pengukurari pengujian PHH/PPHH;
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mengumpulkan bahan, peralatan dan informasi dalam
rangka penilaian sarana pengukuran pengujian
PHH/PPHH;

mengumpulkan dan memasukkan data/dokumen Laporan
Hasil Cruising (LHC) dan informasi pendukung rencana
pemanfaatan hasil hutan; ,

mengumpulkan dan memasukkan dokumen Laporan
Hasil Penebangan (LHP) dan informasi pendukung
rencana pemanfaatan hasil hutan; -
mengumptlkan dan memasukkan dokumen Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan informasi
pendukung pelaksanaan peredaran hasil hutan;

10.membuat laporan khusus; dan

11.membuat berita acara.

. Pengehdali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi:
1.

melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam
rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;

melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam
rangka penilaian hasil ‘pengawasan pengujian hasil
hutan;

melakukan pemeriksaan administrasi dalam rangka
penilaian kinerja PHH;

melakukan pemeriksaan administrasi dalam rangka
Penilaian Kinerja PPHH; |

5. menginventarisasi dan identifikasi calon PHH,;

6. menginventarisasi dan identifikasi calon PPHH;

7. memeriksa kelayakan fungsi sarana pengukuran dan

pengujian;
mengumpulkan bahan, peralatan, informasi, peraturan

kebijakan dalam rangka pelaksanaan desiminasi metode

“pengujian hasil hutan;
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9. mengumpuikén bahan dan informasi, peraturan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan sosialisasi metode pengujian

" hasil hutan; . .

10.mengolah dan menganalisa data LHC dan informasi
pendukung;

11.mengolah dan menganalisa data LHP;

12.mengolah dan menganalisa dokumen SKSHH;

13. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen SKSHH
dengan dokumen lainnya; |

14.melakukan supervisi sarana pengukuran dan pengujian
pada PHH/PPHH;

15.membuat laporan khusus; dan

16.membuat berita acara;

. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil. hutan
dalam rangka penilaian hasil pengujia'ri hasil hutan;

2. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil hutan
dalam rangka pe'ni[aian hasil pengawasan pengujian hasil
hutan;

3. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan
pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja
PHH; |

4. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan
pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja
PPHH,

5. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PHH di
tiap wilayah;

6. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PPHH di
tiap wilayah;

7. menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana
pengukuran dan pengujian;

8. menyusun naskah desiminasi metode pengujian hasil
hutan dalam rangka pelaksanaan desiminasi metode
pengujian hasil hutan;
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9. menyusun néskah sosialisasi metode pengujian hasil
hutan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi metode

~ penguyjian hasil hutan;

" 10.melakukan uji petik pemeriksaan lapangan kegiatan
cruisihg;

11.merekomendasikan teguran kepada cruiser;

12.merumuskan saran tindak lanjut dalam rangka
pengendalian dokumen produksi hasil hutan;

13.melakukan uji petik pemefiksaan silang dukumen LHP
dengan dukumen iainnya; '

14.merekomendasikan teguran kepada petugas pembuat
LHP dan pejabat pengesah LHP;

_15.merekomendasikan pengenaan sanxsi képada peiabat

| penerbit SKSHH, Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu
Bulat (P3KB); ‘

16.melakukan supervisi metode pengukuran dan pengujian
hasil hutan kayu bulat pada PHH / PPHH;

17.menjadi saksi ahli pengukurah dan pengujian hasil hutan;

18.membuat laporan khusus; dan

19.membuat berita acara.

. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :

1. merekomendasikan pelaksanaan pengukuran dan
pengujian ulang dalam rangka penilaian kinerja PHH,;

2. mengusulkan teguran atas ketidak benaran pengukuran
dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja
PHH;

3. merekomendasikan pencabutan {jin menguji (Kartu
Penguji) dalam rangka penilaian kinerja PHH;

4. merekomendasikan pelaksanaan pengukuran dan
pengujian ulang dalam rangka penilaian kinerja PPHH;

5. mengusulkan teguran atas kefidakbenaran pengukuran
dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja
PPHH,
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6. merekomendasikan pencabutan ijin menguji (Kartu
Penguji} dalam rangka penilaian PPHH,;

7. merekomendasikan diklat tenaga PHH dalam rangka
penyiépan tenaga PHH,;

8. merekomendasikan diklat tenaga PPHH dalam rangka
penyiapan tenaga PPHH;

9. menyiapkan rekomendasi pemakaian sarana pengukuran
dan pengujian hasil hutan; .

10. melaksahakan desiminasi metode pengujian hasil hutan;

11.melaksanakan sosialisasi metode pengujian hasil hutan;

12.menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petik
Iépangan kegiatan cruising; _

13.mengolah dan menganalisa laporan hasil uji petik
pemeriksaan dokumen LHP;

14. monitoring dan evaluasi ijin pedagang antar pulau
terdaftar, |

15.monitoring dan evaluasi ijin exportir terdaftar produk

" industri kehutanan:

16.monitoring dan evaluasi perijinan industri di bidang
kehutanan;

17.mengendalikan pemanfaatan / pemungutan hasil hutan
dengan tim terpadu;

18.melakukan supervisi metode pengukuran dan pengujian
hasil hutan kayu bulat pada PHH / PPHH;

19. menjadi saksi ahli pengukuran dan pengujian hasil hutan;

20.membuat laporan khusus; dan

21.membuat berita acara.

(3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan tingkat terampil di tﬁdang rehabilitasi lahan dan
perhutanan sosial adalah :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :
1. melakukan pengukuran data dan informasi bidang
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
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7.
8.
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melakﬁkah pengamatan data dan informasi bidang RHL,;
melakukan penghitungan data primer;

melakukan tabulasi data primer;

melakukan sortasi data primer;

melakukan pengambilan sampel data pada daerah
daratan,

melakukan pencatatan data primer; dan

melakukan rekapitulasi data dan informasi bidang RHL.

. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi

P
I
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10.
11.

12.

13.

14.

. melakukan pengukuran pada daerah datar sampai

bergelombang dalam rangka pengumpulan data dan
informasi bidang RHL;

melakukan sﬁrvey lapangan pada daerah datar sampai
bergelombang; '

melakukan penghitungan data sekunder;

melakukan sortasi data sekunder;

melakukan penggambaran peta,

melakukan p'engambi[an sampel data pada daerah
perairan,;

melakukan pencatatan data sekunder;

melakukan risalah lapang pada daerah datar' sampai
bergelombang;

pengawasan pelaksanaan areal model rehabilitasi hutan
dan lahan;

melaksanakan bimbingan tek'nislsupervisi produksi madu;
melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pengamatan

musim pembungaan;

melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi buah
dan getah;
melaksanakan bimbingan teknis/supervisi  produksi

minyak atsiri;
mengamati hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan

dan lahan; dan
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15.menyusun hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan.

. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. melakukan pengukuran pada daerah berbukit sampai
bergunung dalam rangka mengumpulkan data dan
informasi bidang RHL,;

2. melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan
data dan informasi bidang' RHL;

3. melakukan survey lapangan pada daerah berbukit

sampai bergunung;

melakukan interpretasi skala kecil;

melakukan tabulasi data sekunder;

melakukan penggambaran rancangan teknis;

melakukan pengikhtisaran;

i B

melakukan risalah lapang pada daerah berbukit sampai

bergunung;

9. merumuskan struktur organisasi kelembagaan lokal,

10.merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan bidang
RHL;

11.menyusun  kebutuhan sarana dan prasarana
kelembagaan bidang RHL.;

12.menyusun laporan dalam rangka pengembangan
kelembagaan bidang RHL; _ '

13. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan
lokal; .

14.mencatat hasil dan manfaat dampak dalam rangka
pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;

15. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi hasil hutan non
kayu; '

16. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi bibit
telur ulat sutera;

-17.melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi

kokon:
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18.melaksanakan bimbingan teknis / supervisi tanaman
rotan dan bambu;

19. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi tanaman obat
dan umbi;

20.melaksanakan bimbingan teknis / supervisi pemanenan
atau pemungutan hasil huian non kayu;

21.melaksanakan bimbingan teknis / supervisi pemasaran
hasil hutan non kayu;

22.mengamati hasil perencanaan dalam rangka pemantauan |
dan evaluasi kegiatan RHL; dan |

23.menyusun hasil pemantauan perencanaan kegiatén.

. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :

1. melakukan pengkajian pengumpulan data dan informasi
bidang RHL;

2. identifikasi permasalahan lokal dalam rangka menyusun
rencana dan rancangan teknis bidang RHL;

3. analisis permasalahan lokal untuk menyusun rencana
dan rancangan teknis bidang RHL,

4. menyusun alternatif pemecahan permasalahan lokal
untuk menyusun rencana dan rancangan teknis bidang
RHL; ‘ | |

5. menyusun kerangka logis dalam rangka menyusun
rencana dan rancangan teknis bidang RHL;

6. menentukan metodologi untuk menyusun rencana dan
rancangan teknis bidang RHL,;

7. menyusun naskah rencana detail dan rancangan teknis
dalam rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis
‘bidang RHL;

8. melaksanakan eksplorasi benih;

9. melaksanakan pendampingan lapangan bidang RHL;

10. mempresentasikan laporan pendampingan bidang RHL;

11.mengkaji ulérig kelembagaan lokal yang sudah ada;

12.menentukan tujuan pengembangan kelembagaan lokal;




-19-

13.menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan lokal,

14.merekomendasikan / menyarankan penguatan kelemba-
gaan lokal;

15.melakukan pelatihan dan kunjungan dalam rangka
pembuatan areal-model rehabilitasi hutan dan lahan;

16. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi penanganan

kokon;

17.melaksanakan bimbingaﬁ teknis / supervisi produksi
benang sutera,; | _

18.meiaksanakan bimbingan teknis / supervisi produksi ratu
lebah;

19.melaksanakan bimbingan teknis/supervisi diversifikasi
produksi hasil hutan non kayu; J |

20.melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pengendalian
hama dan penyakit; '

21.mengamati dampak biofisik pelaksanaan kegiatan RHL,;

.22.mengamati dampak sosial ekonomi dan kelembagaan
pelaksanaan kegiatan RHL;

23.mengamati hasil pelaksanaan areal model;

24. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan areal model;

25. memilih metode evaluasi kegiatan RHL;
26.mengevaluasi permasalahan; dan
27.menyusun naskah evaluasi kegiatan RHL.

(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsionai Pengendali Ekosistem
Hutan tingkat terampil di bidang periindungan hutan dan
konservasi alam adalah :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :
1. menginventarisasi potensi kawasan untuk penataan zona
/ blok kawasan KPA, KSA dan TB;
2. memelihara batas kawasan dan batas zona / biok
kawasan KPA, KSA dan TB; o
3. menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan

habitat dan populasi satwa;
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4. mengumpulkan data primer dan sekunder kajian daya
dukung kawasan;. ' o

5. melaksanakan pembinaan habitat;

B. mengumpﬁ[kan data primer dalam rangka pehy’usunan
rencana pembinaan daerah penyangga;

7. mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka
penyusunan rencana reha_bilitasi kawasan; "

8. membuat peta kerawanan kebakaran hutan;

9. melaksanakan pemadaman kebakaran; - _

10.menginventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran

hutan;

~ 11.memonitor jenis-jenis kegiatan penelitian;

12.melaksanakan demplot penangkaran dalam rangka
pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa;

13. melaksanakan pemeliharaan satwa / tumbuhan;

14.menyiapkan bahan sertifikat pertukaran satwa dan
tumbuhan;

15. mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan / atraksi pariwisata .
alam;

16.membuat papan informasi dalam rangka pengusahaan
wisata alam; - '

17.melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti; dan

18.menghimpun data dalam rangka monitoring dan evaluasi.

. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi :

1. melaksanakan penataan zona / blok;

2. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka
penyusunan rencana pembinaan habitat;

3. mengumpulkan data sekunder dalam rangka pembinaan
daerah penyangga; '

4. menyelenggérakan / memfasilitasi rehabilitasi kawasan;

5. membuat peta sumberdaya penanggulangan kebakaran,;

6. melaksanakan pemadaman kebakaran,
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7. menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran
hutan;

8. memandu / menjadi counterpart peneliti / tenaga ahli;

9. mempersiapkan kegiatan pengembangan kemitraan;

10.melaksanakan demplot pengembangbiakan tumbuhan
dan terumbu karang;

11.menyusun teknik monitoring pengembangbiakan;

12. melaksanakan pelepasliaran satwa:

13.mendata habitat pengungsian satwa atau satwa migran;

14.mendata salwa atau satwa migran;

-15.melaksanakaﬁ pemeliharaan specimen hasil penang-

karan;

16.menginventarisasi potensi obyek dan daya tarik wisata
alam; |

17.mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha pariwisata
Ialam; |

18.melaksénakan interpretasi pariwisata alam:

19.membuat bahan informasi dan promosi berupa leaflet /-
folder atau pameran / display;

20. menginventarisasi potensi jasa lingkungan;

21.menyelenggarakan lomba cinta alam;

22.merekrut kader konservasi dan kelompok cinta alam; dan

23.memantau pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan
konservasi alam. |

. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. mengidentifikasi potensi kawasan untuk penataan zona /
blok kawasan KPA, KSA dan TB; |

2. menyusun bahan penetapan zonasi / blok untuk
penataan zona / blok kawasan KPA, KSA dan TB;

3. mengumpulkén data primer dan sekunder rencana
pengelolaan KPA, KSA dan TB:

4. melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan

satwa:
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5. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa /
tumbuhan;

6. melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa
asli |

7. melakukan transplantasi t.erumbu karang;

8. melakukan pemantauan pembinaan habitat;

9. mengamatan perkembangan daerah penyangga;

10.menganalisa data dan menyiapkan bahan usulan
rrehabilitasi kawasan;

11.mengidentifikasi dan mengembangkan teknik
pencegahan kebakaran hutan;

12.membuat peta gabungan pencegahan dan pemadaman

kebakaran;

13.melaksanakan kampanye pen_anggulangan keb.akaran'

hutan;

14. melaksanakan pemadamgn kebakaran;

15. mengkaji kawasan / areal bekas kebakaran hutan;

16.mengembangkan teknik evaluasi penanganan pasca
kebakaran;

17.mengembangkan prosedur search and rescue regu
pemadam kebakaran;

18.menginventarisasi jenisjenis kegiatan penelitian;

19.menginventarisasi potensi jenis satwa dan tumbuhan
untuk pengawetan; '

20.persiapan pemeliharaan untuk penyelamatan satwa /
tumbuhan; |

21.pendataan pengembangbiakan tumbuhan dan terumbu

- karang;
22.melaksanakan rehabilitasi satwa;

23. melaksanakan pengungsian satwa atau satwa migran;
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24.menyusun rancangan perburuan; _

25.menyiapkan bahan sertifikat untuk pemanfaatan
perdagangan;

26.mendata pertukaran dalam rangka pemanfaatan
keanekaragaman hayati;

27 .mengidentifikasi obyek dan daya tarik wisata alam;

28.menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam;

29.membuat bahan informasi dan promosi berupa poster'
atau bulletin;

30.mengidentifikasi potensi jasa lingkungan;

31. mel_akukanwiéata pendidikan;

32.melaksanakan temu kader konservasi;

33.mengolah data / up-dating data dalam rangka
pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam (PHKA); '

34.menyajikan data dalam rangka pemantauan dan evaluasi
bidang PHKA; dan

35.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang
berjalan. _

. Pengéndali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :

1. menganalisis- data potensi kawasan untuk }Senataan
zona / blok kawasan KPA, KSA dan TB;

2. menganalisa data bahan rencana pengelolaan KPA, KSA
dan TB; |

3. mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka
menyusun penilaian / evaluasi ekonomi SDA kawasan
KPA, KSA dan TB; |

4. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa dan
tumbuhan pengganggu,

5. menyelenggérakan { memfasilitasi kegiatan bembinaan
daerah penyangga; ‘

6. melaksanakan pemadaman kebakaran;

7. mengembangkan kemitraan;
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8. menyusun juknis inventarisasi satwa dan tumbuhan;
9. menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang
dilindungi dan tidak dilindungi;
10.melakukan pelatihan pengelolaan jenis tumbuhan dan
satwa;
11.menyiapkan bahan penetapan quota dalam rangka
pemeliharaan dan penyelamatan satwa / tumbuhan;
12.melaksanakan pembuatan specimen satwa dan
tumbuhan;
13.mempromosikan obyek dan daya tarik wisata alam;
14.membuat bahan informasi dan promosi berupa naskah
staran media cetak dan elektronik;
15. mengidentifikasi jenis pemanfaatan jasa lingkungan;
16.menyﬁsun rancangan sistem data-base dalam rangka
pemantauan dan evaluasi bidang PHKA; dan
17.memantau perencanaan kegiatan bidang PHKA.
Pasal 9
(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan tingkat ahli di bidang pra kondisi pengelolaan kawasan
hutan -adalah :
a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :
1. mengumpul'kah referensi dalam rangka inventarisasi
terestris;
2. menyusun petunjuk teknis inventarisasi hutan terestris;
3, membuat rancangan bagan sampling sesuai dengan
tujuan inventarisasi flora atau sosial budaya;
4. melakukan inventarisasi sosial budaya;
5. mengumpulkan referensi dalam rangka inventarisasi non
terestris;
6. menyusun pétunjuk teknis non terestris,
7. menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi
hutan; '

8. menguji hasil penafsiran di lapangan,
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9. mengolah data dan ﬁxenghitung luas hasil penafsiran
secara digital;

10.menyajikan hasil penafsiran digital;

11.melakukan back-up data rutin dalam rangka penyusunan
sistem informasi kehutanan;

12.membuat program / penulisan makro aplikasi Geography
Information System (GIS);

13.membuat skoring kawasan hutan dalam rangka
identifikasi kawasan hutan;

14. membuat peta trayek batas;

15.membahas trayek batas;

16. melakukan sosialisasi hasil penataan batas;

17. melakukan uji petik tata batas di lapangan;

18.mengoiah data GPS termasuk download data;

18.menganalisa hasil pengolahan data GPS;

20.melakukan supervisi dalam rangka pemasangan {itik
kontrol;

21.melakukan. evaluasi lapangan dalam rangka
penatagunaan kawasan hutan; -

22.menelaah peta dan data terkait dengan perubahan
peruntukan;

23.melakukan evaluasi lapangan dalam rangka perubahan
peruntukan;

24. memantau perencanaan kegiatan;

25 .memantau kelaksanaan kegiatan; dan

26.memantau pelaksanaan pembuatan areal model.

. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi :

1. membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi
hutan terestris;

melakukan inventarisasi terestris sumber daya hutan;
melakukan perhitungan neraca sumber daya hutan;

melakukan validasi data hasil inventarisasi sosial budaya;

oA LD

melakukan supervisi inventarisasi hutan terestris;




-26 -

6. membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi

non terestris;

7. membuat mozaik citra secara digital;

8. menyusun kunci penafsiran inventarisasi non terestris;

9. menganalisa hasil penafsiran inventarisasi non terestris,

10.melakukan pengelolaan sistem jaringan hardware /

software (HW/SW);

11.melakukan kendali mutu data untuk intranet atau internet;

12. melakukan analisis data Sistem Informasi Geografi (SIG);

13.membahas hasil skoring dan orientasi lapangan;

14.menentukan status wi[ayéh, letak, batas dan luas areal
kawasan hutan; |

15. membuat laporan identifikasi kawasan hutan;

16.membahas hasil penataan batas definitif;

17.menyusun rencana kerja pengukuran;

18.melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan;

19.melakukan penilaian tata batas; ,

20.membuat pertimbangan teknis penatagunaan kawasan

hutan; '

21.membuat laporan penetapan fungsi hutan;

: 22.rhempersiapkan bahan kensultasi publik dalam rangka;

pembentukan unit pengelolaan hutan;

23.memantau kebijakan; dan

24.memantau dampak pelaksanaan kegiatan.

. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi :

1. menganalisa hasil pengolahan data invenfarisasi
terestris;

- melakukan ekspose hasil inventarisasi hutan terestris;
melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG;
membuat model-model aplikasi SIG yang bersifat inovatif,
melakukan pengkajian penetapan enclave;

membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan;

N o o ke N

membuat laporan perubahan peruntukan;
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8. menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit
pengelolaan hutan,

9. melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/tim
-teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan
hutan;- ' |

10.membuat  pertimbangan  teknis dalam  rangka
pembentukan unit pengelolaan hutan;

11.membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan hutan;

12.melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan

~ unit pengelolaan hutai; _

13. membuat mode! unit pengelolaan hutan;

14.membuat lapofan pembentukan unit pengelolaan hutan;

15. melakukan kajian perubahan kawasan hutan;

16. mehgevaluasi kebijakan;

17.mengevaluasi perencanaan kegiatan;

18. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;

19. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan; dan

20.mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.

(2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan tingkat ahli di bidang pengujian hasil hutan adalah :
a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :

1. menyusun program;,

2. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka
penyusunan rencana operasional;

3. mengumpulkan data dan materi kebijakan dalam rangka
penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk
teknis;

4. menyiapkan bahan dan informasi dalém rangka
pemanfaatan tenaga PHH,; |

5. menyiapkan " bahan dan informasi dalam' rangka
pemanfaatan tenaga PPHH,;

6. memeriksa  kelengkapan  administrasi  pengajuan

perpanjangan;
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7. mehguji hasil hutan;

8. mengumpulkan bahan, informasi dan peraturan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan desiminasi sistem PHPL;

9. mengidentifikasi sumber bahan baku kayu dan atau
bukan kayu; '

 10. mengidentifikasi mutu bahan baku industri;

11.mengidentifikasi produk hasil hutan kayu, bukan kayu,
dan olahan; _

12.menganalisis kebutuhan bahan baku menurut jenis dan
kapasitas ihdustri;

13.menganalisis penggunaaﬁ bahan baku oleh industri;

14.mengumputkan data, informasi dan peraturan kebijakan
dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian
PHPL:

15.menilai pelaksanaaan pengamatan pertumbuhan riap
dalam rangka penilaian PHPL,

16.menilai kesesuaian Annual Allowable Cut (AAC) tahun
berjalan terhadap kesesuaian reproduksi hutan dalam
rangka penilaian PHPL;

17.mengumpulkan dan memasukan data dokumen RPBI
dan informasi pendukung;

18.mengumpulkan dan memasukkan data dokumen fatfa
usaha Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / DR dan
informasi pendukung;

19.mengumpulkan dan memasukkan dokumen LMKB / LMK;

20.membuat laporan khusus; dan

21.membuat berita acara.

b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi :

1. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka
penyusunan program;
2. mengolah dan menganalisa data dan informasi rencana

operasional;
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3. mengolah dan mengahaﬁé_a data dan materi kebijakan
dalam rangka penyusunan pedoman / petunjuk

pelaksanaan / petunjuk teknis;

4. hengo[ah dan menganalisadaté dan materi kebijakan
dalam rangka pemanfaatan tenaga PHH;

5. melakukan uji kompetensi PHH;

6. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan
dalam rangka pemanfaatan tenaga PPHH;

7. melakukan uji kompetensi PPHH;

8. melakukan uji kompetensi.PHHlPPHH;

9. ményusun naskah desiminasi sistem PHPL;

10.mengumpulkan bahan, informasi dan peraturan kebijakan
dalam rangka sosialisasi sistem PHPL;

11.menganaiisis. deversifikasi produk rencana pengemba-
ngan penggunaan bahan baku industri; '

12. menganalisis perkembangan harga produk hasil hutan;

13.menganalisis pemasaran hasil hutan dalam negeri;

14. menganalisis kebutuhan produk hasil hutan dalam negeri;

15.mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL;

16.menyusun sistem / model / program sajian data;

17.nﬁembandingkan realisgsi  sistem  silvikultur yang
diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka
penilaian PHPL,;

18.menilai faktor eksploitasi hutan;

19.menilai pemanfaatan jenis kayu;

20.menilai pemanfaatan jenis bukan kayu;

21.mengidentifikasi sistem perangkat pengarsipan tata
usaha hasil hutan;

22.mengolah dan menganalisa dokumen RPBI;

-23.me|akukan u}'i petik pemeriksaan realisasi RPBI;

24.mengolah dan menganalisa data dokumen tata usaha
PSDH/DR;

25.melakukan uji petik pelaksanaan tata usaha PSDH / DR;
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26.men'golah dan menganalisa dokumen LMKB/LMK;

27.melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen
LMKB/L.MK dengan dokumen lainnya; '

28.melakukan supervisi sistem penata usahaan hasil hutan;

29.melakukan supervisi kriteria dan indikator pengelolaan
hutan produksi lestari;

-30.menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan;

31.membuat laporan khusus; dan

32.membuat berita acara.

. Pengendaii Ekosistem Hutan Madya, meliputi :

1. mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam

rangka penyusunan program,

menyusun naskah program;

menyusun naskah rencana operasional;

menyusun naskah pedoman/juklak/juknis;

S

merekomendasikan penetapan pemanfaatan tenaga

PHH;

6. merekomendasikan penefapan pemanfaatan tenaga
PPHH;

7. menyiapkan rekomendasi perpanjangan / pencabutan
surat ijin menguji;

8. membuat rekomendassi diklat penyegaran PHH/PPHH,

9. melaksanakan desiminasi sistem PHPL,;

10.menyusun naskah sosialisasi sistem PHPL,

11. melaksanakan sosialisasi sistem PHPL,,

12.menganalisis hambatan perdagangan [uar negeri produk
hasil hutan;

13.mengkaji penetapan tarif pajak ekspor terhadap produk
hasil hutan;

14.mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan industri
hasit hutan; .

15. mengkaji kébijakan dan . strategi pengembangan

pemasaran hasil hutan;
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16. mempresentasikan kebijakan dan strategi péngolahan
dan pemasaran hasil hufan; _

17. menilai perbandingan potensi dan produksi hutan,

18. menyusun rekomendasi hasil verifikasi kelestarian fungsi
produksi, ekologi dan sosial;

19. mengevaluasi kebijakan sistem PHPL, -

20.menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petk
pemeriksaan RPBI,

21.merumuskan saran tindak lanjut tata usaha PSDH/DR;

© 22.merumuskan  saran tinéak lanjut bhasil pemantauan

LMKB/LMK; :

23.melakukan supervisi penilaian pengelolaan hutan
produksi Iestari;

24 melakukan supervisi kebijakan dan strategi pengelolaan
hutan produksi lestari; '

25.menganalisa laporan pelaksanaan kegiatan;

26'. membandingkan antara rencana dan realisasi;

27.menyusun laporan hasil evaluasi,

28.menyusun saran tindak lanjut;

- 29.membuat laporan Khusus;
30.menyusun instrumen Identifikasi permasalahan; dan
31, mengumpulkan data primer ldentifikasi permasalahan.

(3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan tingkat ahli di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan
sosial adalah : |
a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :

1. menyusun instrumen;

2. mengumpulkan data primer indentiftkasi permasalahan

3. menginventarisasi sumber daya dalam rangka identifikasi -
permasalaha-n; _

4. menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan;

5. memformulasikan sajian untuk analisis;

6. memverifikasi data;
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7. menentukan tingkat permasalahan;

8. menyusun landasan teoritis perumusan  alternatif
kegiatan / kebijakan; |

9. menyusun kerangka logis perumusan alternatif kegiatan /
kebijakan;

10.menyusun hipotesa tanpa pengujian;

11. merumuskan model-model perumusan aiternatif kegiatan
/ kebijakan;

12.memasukkan data dan informasi perumusan alternatif
kegiatan / kebijakan; _

13.menyusun format rumusan kbnsepsi;

| 14.mengumpulkan bahan - bahan untuk konsepsi;

15.membahas konsep naskah internal;

16.menyusun balhan presentasi eksternal;

17.menulis konsep akhir naskah ruang lingkup lokal;

18.menyiapkan bahan penyusunan rencana sosialisasi;

19.menginventarisasi sumber daya dalam rangka sosialisasi

. kebijakan / program; ' |
20.melakukan interpretasi skala besar dalam rangka

mengumpulkan data dan informasi bidang RHL,;

- 21.melakukan pengujian dalam rangka mengumpulkan data -

dan informasi bidang RHL,;
22.melakukan analisis data sekunder;
23.melakukan studi pustaka;
24.menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL,
25.mengidentifikasi permasalahan secara umum;
26.menganalisis permasalahan secara umum;
27.merumuskan alternatif kegiatan rencana mikro;,
28.melakukan analisa pembiayaan rencana mikro;
29. me‘rumuskan' alokasi sumber daya rencana mikro;
30.menyusun naskah rencana / rancangan teknis rencana

mikro;




-33-

31.mempresentasikan naskah rencana / rancangan teknis
rencana mikro; |

32.mengidentifikasi dan menginventarisési sumber benih /
pohon pius / potensi bibit;' |

33.melaksanakan bimbingan teknis / supervisi perbenihan /
pembibitan; |

34.menganalisis sertifikasi benih / bibit;

35. menganalisis sertifikasi sumber benih / bibit;

36.mengkaji ulang kelembagaan regional yang sudah ada;

37.menentukan  tujuan  pengembangan | kelembagaan
regional,

38.merumuskan struktur kelembagaan; .

39.menyusun kebutuhan dén kualifikasi personil kelemba-
gaan; .

40.mempersiapkan  kelompok sasaran areal model
rehabilitasi hutan dan lahan; |

41.mempersiapkan lokasi areal model rehabilitast hutan dan
lahan,

42.menginventarisasi kebutuhan data dan informasi dalam
rangka pengembangan sistem informasi manajemen,

43.menyusun konsep informasi teknis‘;

44.memantau perencanaan kegiatan RHL;

45. memantau pelaksanaan kegiatan RHL; dan

46. memantau pelaksanaan pembuatan areal model.

. Pengendali Ekosistem Hutan -Muda, meliputi ;-

1. menyusun rancangan identifikasi;

2. mengumpulkan data sekunder dalam rangka identifikasi

permasalahan; |

mengolah data dalam rangka identifikasi permasalahan;

menyajikan ciiagram dan table;

menyajikan latar belakang masalah;

menyusun neraca sumber daya;

N o ok

menentukan jenis permasalahan;,
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8. menyusun hipotesa dengan pengujian;

9. menyusun asumsi-asumsi;

10. merumuskan mode! tanpa pengujian;

11. mengkaji resiko dampak y'ang ditimbulkan;

12.melakukan konsultasi dan desiminasi rumusan;

13. menulis naskah akademik;

14.menulis konsep naskah konsepsi;

: 15.rriempresentasikan konsep naskah internal;

16.menanggapi tertulis konsep naskah internal;

17. menyempurnakan format rumusan konsepsi;

18.menulis konsep akhir naskah ruang lingkup regional;

19.menyusun rencana kefja sosialisasi;

20.membahas rencana kerja sosialisasi;

21.melakukan konsultasi;

| 22.menyiapkan bahan sosialisasi;

23.melakukan analisis data primer;

24.melakukan deskripsi pengumpulan data dan informasi
bidang RHL; |

25.melakukan penilaian secara umum;

26.menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;

27. mengidentifikasi permasalahan secara detail dalam
rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis
bidang RHL; -

28.menganalisis permasalahan secara detail dalam rangka
penyusunan rencana dan 'rancangan teknis bidang RHL,

29. menyusun alternatif pemecahan secara umum;

30.menyusun kerangka logis simple;

31.menentukan metodologi simple;

32 merumuskan alternatif kegiatan rencana meso;

33.melakukan a:naiisa pembiayaan rencana meso;

34. merumuskan alokasi sumber daya rencana meso;

35.menyusun naskah rencana / rancangan teknis meso;
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36.mempresentasikan naskah rencana / rancangan teknis
meso;

37.menganalisis mutu lembaga sertifikasi benih;

38.menganalisis sertifikasi kesehatan benih / bibit:

39.menyusun haskah bahan bimbingan teknis { supervisi;

40.mengkaji ulang kelembagaan nasional yang sudah ada;

41.menentukan tujuan pengembangan kelembagaan nasi-

onal;

42.menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan regio-

nal;
43. merumuskan struktur kelembagaan regional,
44.menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelemba-

gaan;

-45.menyusun laporan pengembangan kelembagaan regio-

nal;

46.mempresentasikan laporan pengembangan kelemba-
gaan regional,

47.melakukan sosialiasi pelaksanaan pembuatan areal

model rehabilitasi hutan dan lahan;

" 48.menganalisa usaha RHL;

49.melakukan analisa permasalan pelaksanaan pembuatan
areal model rehabilitasi hutan dan lahan;

50.menyusun rekomendasi pemecéhan masalah;

51.menyusun naskah laporan areal model;

52.menyusun sistem / model / program sistem informasi
manajemen;

53.menguji dan memvalidasi sistem / model / program
sistem informasi manajemen;

54. menyusun laporan / manual;

55. melakukan sosialiasi sistem informasi;

56.melakukan pembahasan konsep informasi teknis,

57 menyempurnakan konsep informasi teknis;

58.memantau kebijakan,
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59.memantau dampak pelaksanaan kegiatan/kebijakan;
60.mengevaluasi perencanaén kegiatan;
61.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
62.mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.
. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi :
menganalisis masalah;

menyajikan hasil identifikasi masalah;

merumuskan model dengan pengujian;

menyusun rumusan alternatif — alternatif;
melakukan penyempurnaan rumusan;

merumuskan rekomendasi — rekomendasi;
mempresentasikan naskah akademik;

mengkaji ulang rekomendasi alternatif — alternatif;
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mempresentasikan rekomendasi alternatif — alternatif;
10.mempresentasikan konsep naskah;
11.menanggapi tertulis konsep naskah;
12.menulis konsep akhir naskah ruang lingkup nasional;
13.mengasistensi proses pengam'bilan keputusan;
14.menulis rekomendasi/saran pengambilan keputusan;

- 15.menyempurnakan rencana kerja sosialisasi;
16.mempresentasikan rencana kerja dan bahan sosialisasi;
17.melakukan sosialisasi;
18.mengevaluasi hasil sosialfsasi; ‘
19.melakukan penilaian secara defail dalam rangka

pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
20.menyusun alternatif pemecahan secara detail dan
kompleks;
21. menentukan unit analisis perencanaan,
22 menentukan metodologi secara kompleks;

- 23. menentukan ruang lingkup perencanaan;

24 merumuskan alternatif kegiatan rencané rﬁakro;

25.melakukan analisa pembiayaan rencana makro;

26. merumuskan alokasi sumber daya rencana makro;
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27.menyusun rekomendasi — rekomendasi;

28.menyusun naskah rencana / rancangan teknis rencana
makro; | '

29.mempresentasikan naskah rencana / rancangan teknis
rencana makro,

30. mensosialisasikan rencana / rancangan teknis,

31.mereview rencana / rancangan teknis;

32. merekomendasikan lembaga sertifikasi benih;

33.menganalisis peredaran benih/bibit;

'34. merekomendasi sertifikasi benih/bibit;

35. merekomendasi sertifikasi sumber benih/bibit;

36. melaksanakan pengawésan peredaran benih/bibit;
37.melaksanakan advokasi/konsultasi bidang RHL;
38.mempresentasikan laporan advokasi bidang RHL;

39.mengkaji ulang kelembagaan yang sudah ada;

_ 40.menentukan tujuan pengembangan kelembagaan;

41.menganalisis masalah pelaksanaan - kelembagaan
nasional

42. merumuskan struktur kelembagaan nasional;

43.merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan;

44.merumuskan prosedur kerja kelembag'aan; _

45.merekomendasikan/menyarankan penguatan kelemba-
gaan,

46.menyusun laporan  pengembangan  kelembagaan
nasional; '

47.mempresentasikan laporan pengembangan kelemba-

gaan nasional;

48 mempresentasikan hasil areal model;

49. mensosialisasikan hasil areal model;

_50.mengevaluasi kebijakan; dan

51.mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan.




-38-

(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem

Hutan ﬁngkat ahli di bidang perlindungan'hutan dan konservasi

alam adalah :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :

1.

menginventarisasi / reinventarisasi potensi dalam rangka
penetapan pengelolaan kawasan;
menyusun metode dan rencana pembinaan habitat dan

populasi satwa / tumbuhan;

3. menganalisa data kajiari daya dukung kawasan,

mengevaluasi rencana pengelolaan daya dukung

kawasan;

5. melaksanakan pengembangan habitat,

. menyusun . bahan rencana pembinaan daerah

penyangga;

7. mengevaluasi pengembangan daerah penyangga;

8. menyusun teknik monitoring daerah rawan kebakaran

hutan;
mengkaji teknik dan metode penyampaian pesan dalam

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;

10.mengkaji dan pengembangan teknik pengelolaan bahan

bakar / umpan api;

11.mengkaji tingkah laku / watak api;

12.memadamkan / mobilisasi;

13.mengevaluasi hasil-hasil kegiatan penelitian;

14. menyusun bahan naskah kemitraan;

15.menyusun metode pemeliharaan jenis tumbuhan dan

satwa;

16.mengevaluasi demplot pengembangbiakan;

17.mengevaluasi / menilai pelaksanaan rehabilitasi satwa,;

18.mengembangkan rehabilitasi satwa;

19.menyusun metode pelepasliaran satwa;
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20.menyusun pedoman juklak / juknis pelepasliaran satwa;

21.mengembangkan konsep pelepasliaran;

22;mengLJmpulkan bahan hasil pengkajiah pemanfaatan
jenis tumbuhan dan satwa;

23.mengembangkan metode penangkaran,

24. menyusun sertifikat budidaya tanaman;

25.mengembangkan konsep perburuan;

26.menyusun metode peragaan;

27.menyusun konsep pertukaran;

28.menyusun kriteria / standar / pedoman / juknis penilaian

- kiherja pengusahaan pariwisata alam; -

29. menyusun program informasi;

30.membuat bahan informasi dan. promosi berupa buklet
atau audio visual;

31.melaksanakan promosi; __

32.menyusun kurikulum muatan lokal dibidang konservasi,

33.mengembangkan interpretasi bina cinta alam;

34.menganalisis data dalam rangka pengembangan
informasi dan data base; |

35. memantau perencanaan kegiatan,

36.memantau pélaksanaan kegiatan; dan

37.memantau pelaksanaan pembuatan zreal modef.

. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi :

1. mengidentifikasi potensi KPA, KSA dan TB;

2. menyusun pola pembinaan KPA, KSA dan TB;

3. menyusun rencana pengelolaan KPA, KSA dan TB;

4, menyusun bahan juknis / juklak pembinaan habita't -dan
populasi satwa; |

5. menyiapkan bahan penetapan wilayah daerah
penyangga; . |

6. mengembangkan pembinaan daerah penyangga skala
Kabupaten; |

7. mengevaluasi rehabilitasi kawasan; '
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8. menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini;
- 9. mengkaji | dan mengembangkan sarana prasarana
| pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
10.mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe
ekosistemn; _
11.mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab
kebakaran hutan;
12.menganalisis dampak kebakaran hutan;
13.mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban kebakaran;
14. melakukan pengkajian skala prioritas obyek penelitian;
15. mengevaluasi pelaksanaan kemitraan;
16.menyusun metode inventarisasi satwa dan tumbuhan;
17.menyusun juknis inventarisasi satwa dan tumbuhan;
18.menyusun pedoman juklak/juknis penangkaran satwa;
19. memonitor dan menilai penangkaran; -
- 20.mengembangkan metode penangkaran;
21.menyusun pedoman juklat / juknis pengembangbiakan
tumbuhan dan terumbu karang;
22. mengembangkan metode pengembangbiakan;
23.menyusun pedoman juklak / juknis rehabliitasi satwa;
24. mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa;
25.melakukan pengkajian / menelaah hasil penelitian;
26.menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja
penangkaran; ' |
27.menyusun  standar | penandaan  dan sertifikat

penangkaran;

28.menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja

. budidaya tanaman;,
29.menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja
‘budidaya perdagangan;
30.menyusun petunjuk teknis pembuatan dan pemeiiharaan

specimen (herbarium dan opsetan satwa);
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31.menyusun standar / prosedur / kriteria pertukaran;

32.menyusun kriteria / standar / pedoman / juknis / juklak
pengusahaan pariwisata alam;

33.menyusun program-program paket kegiatan pariwisata

alam;

. 34.menilai  proposal permohonan izin Pengelolaan

Pariwisata Alam (IPPA);
35.menyusun program promosi,
36. membuat bahan informasi dan promosi bérupa synopsis;
37.membuat bahan informasi dan promosi berupa slide
program; “
38.melaksanakan wawancara dan lain-lain;
39.menyusun rencana pemanfaatan jasa lingkungan;
40.menyusun kriteria / standar / p_eddman [ juknis / juklak
bina cinta alam; | -

41.mendesain sarana prasarana bina cinta alam;

~ 42.melaksanakan pendidikan konservasi dalam rangka bina

cinta alam;

43. mengembangkan sistem informasi dan data base;

44. memantau kébijakan;

45.memantau dampak pelaksanaan kegiatan / kebijakan,

- 46.mengevaluasi perencanaan kegiatan;

47.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

48.mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.

. Pehgendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi :

1. menyusun metode penetapan pengelolaan KSA, KPA
dan TB; : |
menganalisa data potensi KSA, KPA dan TB;

menyusun laporan penetapan pengelolaan;

menyusun standar / kriteria / prosedur pengelolaan;
menyusun pola dasar pengelolaan sistem penyangga

kehidupan;
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6. menyusun kriteria dan standar kegiatan pembinaan
habitat dan populasi satwa;

7. mengembangkan pembinaan daerah penyangga skala

Propinsi;
8. menyusun bahan juknis/juklak rehabilitasi kawasan;
menelaah hasil pelaksanaan geladi / simulasi /

penanggulangan kebakaran hutan;

10.menyusun juknis / juklak pencegahan dan penanggu-
" langan kebakaran hutan;

11.mengkaji dan mengembangkan Prosedur Tetap
(PROTAP) pemadaman/mobilisasi;

12.mengkaji prosedur search and rescue regu kebakaran;

13.mengembangkan hasil-hasil penelitian;

14. ményusun program kemitraan;

15.mengembangkan hasil-hasil kemitraan;

16.menyusun kriteria, standar dan prosedur dalam rangka
penetapan dan penggoiongan ‘jenis-jenis satwa dan
tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindung;

17.menyusun metode penangkaran jenis satwa;

18.menyusun pedoman juklak / juknis pemelfiharaan;

19.menyusun metode pengembangbiakan jenis;

20. menyusun jenis tumbuhan dan terumbu karang;

21.menyusun metode rehabilitasi satwa; |

22 menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja
budidayé perburuan, '

23.menyusun kriteria / standar / pedoman / juknis / jukiak
pengembangan wisata alam dan pengusahaan pariwisata
alam;

24.menilai rencana karya pengusahaan pariwisata alam;

25. mengembahgkan jaringan informasi dan jaringan kerja;

26.menyusun kriteria, standar, pedoman, juknis / juklak

pemanfaatan jasa lingkungan;
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27.menyusun program dalam rangka pengembangah bina
cinta alam; _
28. mengevaluasi kebijakan; dan . _
29.mengevaluasi dampak pelaksan‘aaﬁ kegiatan / kebijakan.
Pasal 10 ‘
Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan pendukung kégiatan Pengendali
Ekosistem Hutan diberikan nilai angka kredit sebagai.mana
tercantum dalam Lampifan | bagi Pengendali Ekosistem Hutan
tingkat terampil dan Lampiran il bagi Pengendaii Ekosisterm Hutan
tingkat ahli | |
| | Pasal 11 |
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Ekosistem
Hutan yang sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 9, Pengendali
Ekosistem Hutan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapét melakukan tugas tersebut
berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan- unit kerja yang
bersangkutan. |
' Pasal 12

Penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan vyang

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas di- atas
jenjang jabatannya, angka kredit yang dipéroleh ditetapkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap
butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | atau
Lampiran if;

b. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas di
bawah jenjang jébatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | atau Lampiran Il.
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Pasal 13
(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) unsur utama terdiri atas :
a. pendidikan;
pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan;
pengujian hasil hutan,
rehabilitasi lahan dan perhutanan sosiai;

© o o T .

perfindungan hutan dan konservasi alam; dan

=h

. pengembangan profesi.
(3) Unsur penunjang adalah pendukung kegiatan Pengendali

Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

g.

(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaiman tercantum dalam :
a. Lampiran | bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat

terampil; dan
b. Lampiran Il bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahti.
Pasal 14

(1) Jumiah angka kredit kumulatif minimal yang' harus dipenuhi oleh
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatain
dan kenaikan pangkat / jabatan Pengendali Ekosistem Hutan
adalah sebagaimana tercantum dalam- Lampiran Il bagi
Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil dan Lampiran vV
bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli, dengan
ketentuan: 7
a. sekurang-kuranénya 80% (delapan puluk persen) angka

kredit berasal dari unsur utama;
b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit

berasal dari unsur penunjang.
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(2)'Pengendali Ekosistem Hutan Madya yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b, dan Pembina
Utama Muda, golongan ruang [Vic, wajib mengumpulkan
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur
pengembangan' profesi.

(3) Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka Kredit
melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat /
jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat / jabatan berikutnya. |

(4) Pengendali Ekosistem Hutan yang memperoleh angka kredit
untuk kenaikan pangkat / jabatan pada tahun pertama dalam
masa pangkat / jabatan ‘yang didudukinya, pada tahun
berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua
puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih
tinggi dari kegiatan unsur utama. _ |

(5) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang llI/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat /
jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya . 10
(sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(6) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, - golongan ruang IV/c, setiap-tahun sejak menduduki
pangkat fjabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kKurangnya
20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

| Pasal 15

(1) Pengendali Ekosistem Hutan yang secara bersama-sama
membuat karya tulis’karya imiah di bidang pengendalian
ekosistem hutan, diberikan angka kredit dengan ketentuan
sebagai berikut : ' ‘ | |
‘a. 60% (enam puluh persen} bagi penulis utama; dan
b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis

pembantu.
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(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 { tiga ) orang.

BABVI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 16

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Peﬁgendali Ekosistem Hutan wajib mencatat atau
menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Secara hirarkhi Pengendali Eko§istem Hutan dapat mengajukan
usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila dari hasil
catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem

. Hutan dilakukan  sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 17

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a. Direktur Jenderal yang bersangkutan / Kepala Badan
Planologi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan
Madya di lingkungan masing-masing pada Departemen
Kehutanan. ‘

b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan/ Sekretaris
Badan Planologi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem
Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali
Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali EKosistem Hutan
Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Muda
_di lingkungan m_asing-masing‘pada Departemen Kehutanan.

c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon |
yan’g membidangi kehutanan di Propinsi bagi Pengendali
Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan

Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali
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Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali
Ekosistem Hutan Madya di iingkungan'masing-masing.

d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat
eselon Il yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota
bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula
sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan
Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan
Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-
masing. |

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan Direktorat Jenderal yang bersangkutan /
Badan Planologi Kehutanan bagi Di‘rektur'JenderaI yang
bersangkutan / Kepala Badan Planologi Kehutanan yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.

b. Tim Penilai Angka Kredit Jébatan Fungsional Pengendal
'Ekosistemm Hutan Sekretariat Direktorat Jenderal yang
bersangkutan / Sekretariat Badan Planologi Kehutanan bagi
Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan /
Sekretaris Badan Planologi Kehutanan yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Unit Kerja.

c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan Propinsi bagi Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi atau pejabat eselon If yang membidangi kehutanan
di Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali
Fkosistem Hutan Kabupaten / Kota bagi Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon Il yang
membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota vyang

selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten / Kota.
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Pasal 18

(1) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan  Fungsional -
Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pehgendali Ekosistem
Hutan dengan susunan sebagai berikut :

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. seorang sekretaris merangkap anggota;

d. sekurang-kurangnya 4 { empat ) orang anggota.

(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adaiah :

a. Pangkat / jabatan serendah-rendahnya sama dengan
pan'gkat / jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;

b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi
kerja Pengendali Ekosistem Hutan;

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana
dimaksud ayat (1) tidak da;;at dipenuhi dari Pengendali
Ekosistem Hutan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari -
Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk
menilai prestasi kerjé Pengendali Ekosistem Hutan.

(4) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah 3 (tiga) tahun;
(5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka

Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem -Hutan

ditetapkan oleh: '

a. Direktur Jenderal yang bersangkutan / Kepala Badan
Planologi Kehutanan untuk Tim Penilai Departemen dan Tim
Penilai Unit Kerja. |

b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon Il
yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai

Propinsi.
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c. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat
eselon Il yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota
untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.

(6) Apabila Tim Penilai Propinsi atau Tim Penilai Kabupaten / Kota
belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai
belum atau tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit
Péngendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Propinsi atau Tim Penilai Kabupaten / Kota lain yang
terdekat atau kepada Tim Penilai Departemen.

Pasai 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai

Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

“dalam 2 (dua) masa jabatan berfurut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa
jabatan. ' '

(2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ikut dinilai, Ketua Tim -
Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 20

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali

Ekosistem Hutan dan tata cara penilaian angka kredit Pengendali

Ekosistem Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku

pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional " Pengendali

Ekosistem Hutan.

Pasal 21

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan Planologi
Kehutanan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan /
Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk penetapan angka
kredit Pengenda[i- Ekosistem Hutan Madya di lingkungan
Departemen Kehutanan.

b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon Hll yang

membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada
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Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan Planologi
Kehutanan untuk penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem
Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem
Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama
sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Muda di
lingkungan Departemen Kehutanan,

¢. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon Il yang
membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala
Dinas Kehutanan "Propinsi atau pejabat eselon [l yang
membidangi kehutanan di Propinsi untuk penetapan angka
kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai
dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali
Ekosistem Hutan Perfama sampai .dengan Pengendali
Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-masing.

d. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon Il yang
membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon |l yang
membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota untuk penetapan
angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula
sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan ‘Penyelia dan
Pengehdali Ekosistem Hutan Pertama éampai- dengan
Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-
masing |

Pasal 22

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat /
jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit tidak -dapat diajukan keberatan oleh Pengendali

Ekosistém Hutan yang bersangkutan.
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: BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 23
Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional‘
Pengendali .Ekosistem Hutan adalah Pejabat Pembina
Kepegawaian .yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.
_ | Pasal 24 -
(1) Persyaratan untuk dépat diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengendali Ekosistem Hutan tingkatr terampil adaiah :

a. berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan;

b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,
golongan ruang ll/a; _

c. lulus pendidikan dan pelatihan ‘fungsional di bidang
pengendalian ekosistem hutan ; dan .

d. setiap unsur penilaian pelaksanéan pekerjaan (DP3)
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 ( safu ) tahun
terakhir. o o

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli adalah : |

a. berijazah serendah—rendéhnya Sarjana (S1) / Diploma [V
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
golongan ruang lll/a; _

c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
pengendalian ekosistem hutan; dan |

d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)
sekurang-kuran'gnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.
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(3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali
Fkosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

. Pasal 25

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24,

pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem

Hutan harus:

a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan

~ Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara; dan

b. memenuhi jumiah angka kredit minima! yang ditentukan untuk

jenjang pangkat / jabatannya.
Pasal 26

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dapat
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
atau Pasal 25 '

b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian ekosistem
hutan sekurang-kurangnya 2 { dua ) tahun; dan

c. usia setinggi-tingginya 5 ( lima ) tahun sebelum mencapai
usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai
dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang. '

Pasal 27

Pengendali Ekosisten’} ‘Hutan tingkat terampil yang memperoleh

ijazah Safjana (S1) / Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan

Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli apabila :
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a. jjazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat
ahli; '

b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk
Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahii; dan |

c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk
pangkat/jabatan yang akan didudukinya. |

BAB VIl ‘

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
. Pasal 28

(1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat
Pengatur Muda, golongan ruang ll/a sampai dengan Pengendali
Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, go[ongan' ruang
ll/c dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan - Pengendali
Ekosistem Hutan Madya, pangkét Pembina Tingkat |, golongan
ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila
dalam jang.ka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpuikan angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih
tinggi. _

(2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat
i, golongan ruang ll/d dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila setiap tahun sejak diangkat dalam -pangkatljabatannya
tidak dapat mengumpulkan ‘sekuran'g-kurangnya 10 (sepuluh)
angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(3) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang [V/c, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam
pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20

(dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
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(4} Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Ekosistem Hutan

. dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipi;

c; ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Pengendali Ekosistem Hutan;

d. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau

e. menjalani tugas belajar lebih.dari 6 {enam) bulan.

Pasal 29

(1) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani masa

pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 28 dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali
Ekosistem Hutan. ‘

(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali

Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat

menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari
prestasi di bidang pengendalian ekosistem hutan yang diperoleh
selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pehgendali
Ekosistem Hutan.

Pasal 30

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya apabila:

a.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi; -

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang

ditentukan; atau
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c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyal
kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan
pangkat.

Pasal 31

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan

pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem

Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30

ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32 _
Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan,
membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari
Jabatan Teknisi Kehutanan yang ditetapkan sebelum Keputusan ini
ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33
Prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Teknisi Kehutanan sampai
dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini masih
dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 123 Tahun 1990 tentang Angka Kredit
Bagi Jabatan Teknisi Kehutanan.

| Pasal 34

Dengan beriakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang
jabatan Teknisi Kehutanan yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 123/1990 disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan
menurut Keputusan |n|
Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan
kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir dan ijazah yang
dimiliki.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-L.AIN

Pasal 35
Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah
pengetahuan, pengalaman. dan pengembangan karier, Pengendali
Ekosistem Hutan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan
fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang
ditentukan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 36
Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok
Pengendali Ekosistem Hutan sehingga keteniuan dalam Keputusan ini
tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
| Pasal 37
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123 Tahun 1990 tentang
Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Kehutanan dinyatakan tidak
berlaku. ‘
Pasal 38 _
Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri
Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. |
_ Pasal 39 |
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diJakarta
Padatanggal 2 Juli 2003

~ MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
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